MENUJU BUDAYA HUEUM (LEGAL CULTURE)

PENEGAK HUKUM YANG PROGRESIF
Antoni*

Abatract: Legal culiure 1= ope of the mmportant sspecés fhat moest be
considemd b fpgal funcrioraries in cavrving out faw snforcemant, & cwltnree
consizbing of valuez and aftitodes that can afface the way law works Hy
payingr attention to the weaknosses that exist m thry aspect of logal colture, 1t
&2 expected that in the future Law Enforcement can change the paradigen nai
onlv rndividually but also ipstifetionally in oorder fo progressive faw
Enfercement. Law Enforcement, whe love the poople and are foved by their
poeople, make the faw Bor bumans, So that law enfvrvement can achieve dhe
targeta as desired, mamely fowards a just and prosperons sociory,

Kata kunci: Sudaya Hukvwm (Legal Culture), Poradiian Fidana, Penogakan
Mok um

Pendahuluan

Sistem Peradilan Pidana (SPP) sehagai suatu sistem vang terpado
dan terkoordinasy (mfergrated criminal justiee) diantars sub sistem-sub
sistem  peradilan pidana,  Sebagaimana  dikemukakan oleh  Mardjono
Reksodipoetro (Meksodipoetro, 19493 bahwa vane dimaksud dengan sistem
peradilan pidana adalah zistem pengendalian kejabatan vang terdivi dari
lembara-lembapy  Kepolisian, Rejaksaan, Pengadilan dan  Lembanga
Pemasvarakatan. Pada bagian lain  (Heksodipnetre, 1994) mengemukakan
bubhwa tujuan dar siztem peradilan prdana adalah-

1. Meneepah musyvarakat menyad: korbuan kejahutan:

2, Menvelesaikan kasus kejahatan vang terjadi schingga maavarakat puas
bahwy keadilan telah ditepukkan dan vany bersalah dipadans:

3. Mengusahakan agar mereka vang pernah melakukan kejahatan tidak
mengulunpEinva Larn.

Berdasarkan uraian pada kutipan di ataa, dalam asistem peradilan
padana. i=tilah vamg dipergpunskan adelsh “pensendaban” bukan astilah
penegakan  huloum. Menurat Muladi  (Mulad:, 159935), bahwa makna
fntegrated crimal gustree adalabh sinkronessasr ataun keserampakan dan
kesolarasan, vang dapat dibedakan menpadi -

1. Sinkroniaasi struktural (structursf syncromization’ adalah keserampakan
dan kesclaraszan dalam kerangka hubungan antar-lembaga penegak
hukum:

2, Sinkvonisasi  substanzial  Gebstantial  svoeromizaiont”  adalah
keserampakan dan keselarazan vang bersifat vertikal dan horisontal
dalam kaitannya dengan hukum positif (perundang-undangank:

3. Sinkromisas kultural fewdtural svoeronizationt, adalah keserampakan dan
keselararan dalam menghayvati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan
falsafah vanpg seecara menyveluruh mendasan jalannya zistem peradilan
pidana.

"Fukultax  Syprmah  dan Hukwm T Baden Fatah Talembang. Emal
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Pemahaman terhadap ketiga kerangka sinkromizasi mmn sangatlah
ponting, mengingat bahwa gistem peradilan pidana mq?.rupahrm et e Wy e e
(zistem terbuka). Open sywtem 11 memilikn penparubh besar terhadap
lingkungan masvarakar dan bidang-hidang kehidupan manuaiz, terhadap
keberhusilan pencapmian tujuannva (uneks pendek resosializas, jangka
menengah pencegahan kejahatan dan jangka panjang kesejahteraan aasiall,

Sebagai suatu aistem vamg  terpadu dan  terkoordinasi  dalam
menangpulongn kejuhatan,  sistem peradilun prdama harus dapat
dinperarionalizazi-kan ascara maksimal dalam wujud “proses peradilan
prdana’. DProses peradilan pidana yvang berpyak padas Undang-Undang No 8
Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(zebagmimana di atur dalam Lembaran Negara Mo, 6 selangutoya disingkat
dengan KUHAP) (Mulyadi, 2012}, pada tingkat pelaksanaannva terdivi atas
tign tahapan, vaitu® tahap awal proses peradilan pidana (prs-adiedikas
tahap sidang pengadilan (sdyudikasi! dan tahap setelah proscs persidangan
(purna-adidikast (Reksodipoetro. 1993), Ketiga tahap imi harus saling
boerhubungan dan saling melengkapi antara vang satu dan vang lan, Apabila
ketiga tahap tersebut tidak berjalan sebagal mana mestinya, maka hal 1tu
akan mengganggu sistem ini secara keseluruhan

Khusus vang menjadi sorotan dalam tuhsan mm adalah Tahap pra-
adiedikasi atau tahap awal proses peradilan pidana, merupakan suatu tahap
vang memilik peranan cukup penting dalam pelaksansan proses peradilan
pidana, Hal ini dikarenakan pada tahap imilah, di mana suatu proses
peradilan pidana itu akan dimulal ataw dapat dikatakan dalam tahap pes-
adiadikaszi merupakan sebagai pintu gerbang dari sistem peradilan pidana.
Tadu tubap pra-sdadib=r m1 kenatan penegakan hukem terutama yang
dilakukun oleh aparatur penerak hukum (terutams sub-sistem Kepolisian)
akan sering bersentuhan langsung dengan masvarakat vang notahens ardalah
kumpulun berbapa mucam corsk tingkah laku muanussa.

Sebagai langkah awal dari pelaksanaan proses peradilan pidana foars-
adiwdikasy) inl, KUHAT memberikan kewenangan yang cukup besar kepada
Kepoligian, waitu  diberikan “peran” fwofe! beropa “kekuasaan umum
menangam kriminal” (generad policing avthorsty o crimined matter! di
selurubh  wilavah  mnegara Hepublik  Indonesia. Dalam  melaksanakan
kewenanzan  tersebut, Eepoli=ian berperan untuk melakuken "kontrol
kriminal” ferime  contrell  dalam  bentuk:  investigasi-penangkapan-
penahanan -penggeledahan: penvitaan”. Kontrol kriminal (erime controll
sebpgaimann dimaksud, tidak lain adalah untuk mempermudah Polr dalam
menjalankan penegakan hukum faw snfrcemeant)

Selain memberikan kewenangan vang hesar dalam proses ini, KUHAP
juga zekalizus memberikan pedoman bam Kepolizian dalam menjalankan
kewenangannya dalam  batasan-batazan tertentu yang horus  dipatuha
Pedoman vane diberikan KUHAP bap aparatur penegak hukum termasuk
Kepolisian pada hakikatnya tidak hanva berfungsi schagai ketentuan yang
membatusn ruang serak kewenanran bagm Kepolizian tetapn sekahgus
berfungsi sebagar perlindunpgan bam masyarskat pada satu si=i (bam
tersangkal serta hagi aparatur penegak hukum pada sisi lain, Sehingga
dengan dipatuhinya EUHAD dalsm setiap kegiatan yang dilakukan akan
dapat  menghilangkan  apa  vang  disebur  schagai  “Tefmrinogen  dan
vikfimnogen™ dalam rangka penerakan bukum. Karena In-put vanp “salah™
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akan mengha=silkan out-put yvang “kelirn”, spabala hal ini vang terjads maka
akamn |I'I|:.~r1_1':':||:|il{=1_|'| girtom peradilan pidana vang “sesat” dan “mo nye;-am.k;m".

Beritkut penuhs kemukakan beberapa contoh kasus berikwt inn vaitu:
Falemhang, seorang pemuda bornama Anton Chandes (28), warga Jalan H
Aehan Lorong Indrawaty, BT 0201, Kelurahan 11 Ule, Eecamatan Seberans
Lila 50U 11, Palemhbang, diduga menjadi korban salah tangkap aparac
kepolisian, MNahas bagi Anton, dia bukan hanva menjadi korban szalah
tangkap, tetupl juea salsh tembuk. Alhasl Anton harws dilarkan ke rumah
sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Saat dilarikan ke rumah zakit,
Anton dalam kondi=i kritis (SindoMNews), Jakartsn, Kompas.com berdasarkan
data vang dirilis Lembaga Bantuan Hukum (LEH) Jakarta, pengaduan atas
kasus zalah tangkap hingera penviksaan oleh oknum kepolizion dalam tiga
tahun terakhir cukup tinggi. Tercatat sebanvak 37 kasus vang dilaporkan.
Salah satu kasus salah tangkap itu dialam oleh tigan orang warga Tangerang
bernama Aria, Bihin, dan Hervanto. Pada Apml 2017, ketiganya diamankan
polizn dart Subdit Jatanras, Direktorat Reserse Koominal Umum Polda Metro
Jaya atas kagus pencurian sepeda motor (Kompas),

Dar serangkaian beberapa contoh kasus tersebut diatas, maka dapat
dilihat betapa rawannya kegiatan vang dilakukan sub-sistem Kepolisian
dalam rangka untuk memberikan input bagl sub sistem-sub sustem yang
lainnya, Sechingga apabila terjadi kekeliruan dalam tahap awal ini, dapat
mengakibatkan terjadinya kesalahan untuk proses selamjutnva, apakah itu
pada tahap Penuntutan maupun tahap pemerikasan di Pengadilan,

Bekerjanva fungsionaris hukum dalam menerapkan aturan hukum
socara secara subastantif tenfunva tidak dapat dilepaskan dari budava hukum
peneguek hukum vang menpalankannya. Hal tersebut mengads =ecuatu yang
sangut penting mengmingat bubwa' hukum tidak berads dalusm ruang vang
hampa. Oleh schab itu, cegaknva atruktur dan suhstansi hukum akan sangar
terpuntuny pada budsays bukum schingra pertanyasn lebih laoput yans
mengjaci isu pokok vang harus aegera dijawab adalah: audakah penegakan
hukum memberikan keadilan secara substans: bagn masvarakat saut 1m?

Pembahasan
Teori Penegakan Hukum (Law Enforcement) dan Teord Sistem Hukvm (Legal
Syatem)

Menurut Joseph Golstein (Muladi, 1995) penegakan hukum pidana
dapat dibedakan menjadi tiga bagian vaitu! Pertama, Thfal Enfbrcement
vaitu dimana ruang lingkup penegakan bukum pidana sebagaimana vang
dirumuskan oleh hukum pidana substantif (Gubstantive faw of crimes).
Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan, sebah
para penerak hukum termasuk Polm dibatasi secara ketat oleh hukum acara
pidana, seperti adanya aturan-aturan tentang penangkapan, penahanan,
pengeeledahan, penyitaan dan pemenksasn pendshulusn,  Selain itu
mungkin terjadi hukum pidana substantif sendivi memberikan batasan-
batasan, misalnya dibutubhkannva aduan Gfaché delieten) sebagal syvarat
penuntutan pada delil-delhk sduan.

Setelah roang lingkup penegakan hukum vang beraifat cotal tersehur
dikuranygl ares of no enfrcement, muks muncullsh sustu bentuk penegakan
hukum pidana vang kedvs vaitu: Folf Kefarcomens. Namun dalam ruang
hnpkup mnrpun pars penegak bukum termasuk Dol tidak besa diharapkan
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menegakkan hukum secara maksimal karens adanya berbagan keterbatasan,
baik dalam hentulk waktw, aarana-prazarana, koalitas sumbordaya manusia,
perundang undangan dan sebagminva sehineps mengalabatkan
dilakukannya disererions,  Sehingga menurat Joseph Golstein, vang torsisa
adalah detusd Enfevement.

Mamun, pelaksanaan Acrwsd Eoforcement ini-pun tidak tertutup
kemungkinan untuk terjadinya berbagai penvimpangan vang dilakukan aleh
uparat penerak hukum. Sebuagan contoh mizalnys penyvimpanpgan terhadap
hak-hak rerzangka dalam penangkapan dan pemabanan sehagaimana vang
toluh diatur dalam Undang-Undany Nomor 8 tahun 1981 tentany Iatab
Hukum Acara Pidana {(KUHAP), Penyimpangan ini dapat dicontohkan
dengan memperlakukan tersangka tidak sabagm subyek tetapn =ebagm
nhvek, aehingga dalam proses penyidikan sevingkali diterapkannyva apa vang
disebut oleh Herbert L. Packer dengan Crime Controd Maoded (OO (Sabuan,
2000, Hal im dikarenakan Crime Confrel Model didasarkan atas anggapan
bahwa penvelenggaraan peradilan pidana  adalah  semata-mata  untuk
menindas prilaku kriminal feriminal condwet! dan ini merupakan tujuan
utama proses peradilan dalam OCM Dengan demikian maka berlakulah apa
vang dischbut dengan "sarana copat” dalam rangka pemberantasan kejnhatan
iGriffiths, 1970),

Terjadinya herbagai pelanggaran atau penvimpangan vang dilakukan
oleh Polm sebagal salah satu aparatur penegak hukum, tidak dapat
dileppakan  dari  adanva  pengarubh kondisi-kondisi sosial  tertentu,
Seharamanya yvany dikemuksaksn oleh La Patra dalsam bukunva Ansfzings
the Crimingl Sustice Sysfom, hahwa penegakan hukum pidana sebagai auatu
sistem adulah inferfuce, vaitu interaks, interkoneks= dan interdepedensa
sistem peradilan prdana denpan hophungsn vanp lebih lune diselitarnya.
Hal imi dapat digambarkan dalam suatu skema interface terschut ke dalam
t1ra level sebapul berkut:

HRIIERY

peli: 2 komcmic socil culmrs

cramral justice sysiem

fevel D

Evelll

level I

Gambar 10 Skema Interaksn, Interkoneksi dan Inter depedensi Siatem
Peradilan Pidana dengan lingkungannya (Patra, 1978),

Level I rfsoegeert adalah level yang lebih besar merupakan sistem
mazvarakar dan di dalamnyva terdapat level-level vang lebibh kecil antara
lain: level 11 {palitik, ekonomi, aoxial dan budavad, Sedangkan level 111
merupakan ziztem peradilan pidans vang merupakan tempat terjadinya
proses penegakan hukum pidana, vang pada hakikatnya terdapat interaksi,
mierkoneks: dengan level-level lain vang lebih besar sehingrps kedudukan
level 1 ind menjadi intevdepedensi terhadap level-level lainnya.
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Berdasarkan hal tersebut, maka timbulnya pelangspuran-pelanyparan
terhadap hak-hak asazi tersangka oleh aparat penegak hukum dalam
menjalankan penegakan hukum tersebut. tidak terlepas adanya fuktor-faktor
vang menvebahkannva, Sehagaimana vang dikemukakan oleh Laweenes M.
Friedman (MMulyad: 2012 menungukkan tips aspek didulam bekerjanya
siztem hukum, vaitw
1. Aspek atrektural vaitu: aparat penegak hukum dalam melaksanakan

penerakan hukum dibatasr tinpkat kemampuan atau profesionalitas
maupun terbatasnva biava, sumber dava manugia, sarana dan prasarana.

2. Aspek bufterabbudaya vaitu® aspek vany muneul pads dirn aparat
penegak hukum yvang disehabkan adanva pengarub dari aspek nilai dan
sikap bmk dan dalam organisas kepohs=ian sendirn ataupun pengaruh
dari lingkungan sekitarnya.

3. Azpek soletantdvatu: aspek vang dizebabkan adanya kelemahan dalam
undangundang vang ada dalam hal imi adalah Kitab Undang Undang
Hukum Acara Pidana (KTTHAPI,

Oleh sebah itu dalam kesempatan ini, =alah 2atu aspek yang cukup
menentukan keberhasilan penegakan hukum adalab’ aspek kulturalhudaya
hukum dari penegak hukum, Karena menurut hemat penulis bahwa:
tegaknva struktur hukum dan subtansi hukum sangat ditentukan oleh
kultur'budava hukwm dari penegak hukum nva,

Praktit Budave Hukum dalam Penegakan Hukum Fidana

Bebaraimans vang dikemukakan oleh Lawrence M. Fredman yamg
dikutip oleh Kadei Huszin (1998) bahwa penegakan hukum itu sangat
dipenparuhr oleh asda-nva tiga aspek: sfrofferad bulterabbudva dan
serbfanif mulks pads baman im penuliz khusus akan membahas menpona
aspek bwfrer atau pwaara, Hal ini dirssakan cukup peating aekali untuk
daketubhul batk oleh pembacs maupun oleh penegak hukum sendirn mengapa
dalam prosez ini kerap sekali terjadi pelanggaran-pelangaran.  Sehingga
kedepun apar =emua vang menjadi kelemanan-kelemahan dualsm proses 1mm
dapat diperhaiki, kemudian menggantinya dengan parvadigma wvang haru
sesuul dengan momentum kemandinan lembags Kepobz=ian menmjadi =uatu
lembhaga vang “hersih” dan “profesional” dalam pengertian tidak hanya
mdividu nya melainkan juga organi=a=inya.

Mengacu kepada budayva hukum/ fegad celture,  bekerjanva suntu
sistem hukum dalam masvarakat (faw in action! maka tidak akan terlepas
ndanva pengaruh dar pspek nilai dan sikap, yang membern pemahaman
tentang bekerjanya sistem hukum itu.  Untuk dapat mengupas lebih lanjut
porsoplan tersebut, maka penulis akan mengacu kepada pendapat vang
dikemukakan oleh Soerjono Soekanto (1981) ada beberapa hal vang dapat
mempengaruhi sikap dan nilai para fungsionaris hukum (aparat hukum}
termasuklah dalam hal 1 Kepolisian dalam menjalankan kewenanganya,
waitus

Setiap  organiaasi, termasuk  organisazi penegak  hukum  selalu
mempunyal tujuan pokok tertentu sepert: apa vang dyelaskan dalam setiap
Lindang-Undang vang menjadi dasar Hukum dari fungsionaviz hukum dalam
menjalankun kewenangannya. Seperti apa vanyg dygelsskoan dalam Dasal 2
Undang-Undang Na.2 tahun 2002 tentang Kepolizian Megara K, vang pada
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mimnya twuan pokok orgamesss1 Kepoh=ian adalsh! untuk menjapga
keamanan dan  ketertiban  masvarakar dalam  megeri, Dalam  eangka
keorpanigasian m, penulis sependapat dengan pendapat yang dikemukakan
aleh A A Van Daoen dan O, Lammers (1981} vang memberikan batagan,
bubwa penrertiun organisasy merupakan suatu struktur sosial vang dibentuk
atas suatu pogisi, vang merapakan auatu pengkoordinazian dalam rangka
untuk mencapai tujuan dari organisasi tersehut.

Denpan adapva twyjuan dan lembags sebapul oraranizsst tersebuat,
maka dapat diasomsikan tujuan dari organisasi tersebut akan memhawa
sugtu pengaruh atas sikap tindak dun mla dan pads onpeots orgoamsas
tersebut. Hal ini dapat penuliz contohkan, bahwa setiap anggata Kepalizian,
sikap tindak dan mlamys akan sangat  dipengarubn oleh  orgamsas
Kepolizian itu sendiri.

Sesuan  dengan twjuan  dar organizas) Kepolisian tersebut
(achagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang No.2 Tahun 2002) yvang
mengharuskan pemberantasan tindak pidana dalam rangka keamanan dan
kotertiban masvarakat harus dapat dicapai secara maksimal, Sebagai suatu
contoh misalnya dikemukakan penggunaan bentuk “Crime Condrol Mode!
(CCM) (Kristian, 2017). Model ini (CCM? vang diutamakan adalah
penangzulangan kejahatan demi kepentingan masyarakat faocial defones).
Sehingga dengan model ini, sub-sistem Kepaolizian sebagai aparar pencgak
hukum harus melakukan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka
prlaku  tindak pidana  sebanvak-banvaknva dengan  harapan adanya
pematuhan pidana oleh Pengpadilan nantinya.  Creme contred moded 1n1 akan
berhasil apakila tidak digangu dengan adanya peraturan vang terlala formal,
sepertlt KIUTHADP, vane memberikan batasun kepada Kepolizian dalam bentuk
buk-huk torvangka buk dalum proses pensnskapan muaupun dalum proses
penahanan, sehingga memunculkan terjadinya peluang melakukan Wiskes™
bubkan tuk jurang memmbulkan pelangraran.

Timhulnya penggunaan crime confred wmodel ini tidak terlepas dari
adanva pandanpan resmi, terutums dalam rangks mengejar kepentingan
prestize dan afisionsi davi sebuah organiassi. Kejahatan merupakan ancaman
terhadup keamunan dan ketertibun dalam pegen, sehingga pemberantasan
kejahatan selain hermanfast untuk terciptanyva keamanan dan ketertiban
dalam negen khususnyva dan pada saat vang bersamaan, bergunn juga untuk
kepentingan prestese dan efi=iorsr orgamsasl termasukloh dalam hal m
nrganisaal Kepolisian itu sendir.

Begitupun schaliknyva, kepentingan prostise dan efisrens; organisasi
Kepolimian akan sulit dicapai apahbila dalam pelaksanaan tugasnya,
Kepolisian menerapkan apa vang disebut dengan due proses model Dengan
dire process modal CAtmasssmita, 1995) i, Kepolizian dalam hal ini odak
dapat melakukan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka polako
tindak pidana sebanvak-banvaknva karena dibatasi oleh prtnap pembatas
vang ada dalam KUHAP, Prinzip pembatas tersehut menjadi rambu agar
dalam peluksanaan kewenangan penegak hukum seperil’ pradupga tidak
bersalah (presumpéron of mpnocence) dan persamasn di depan hukum
teguality beforn the lawd,

Pradugs ketersturan dalam ketatalaksanaan
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Suatu keadsan vang dapat mempengaruhl mlan dan aikap, berawal
adanva pola hwpikir hahwa karena petugas Kepoligian berada dalam suata
tkatun ketatulukzansan vanp teratur, tertib dan rutin maka fesafafar
bertindak adalah hampir tidak mungkin terjadi. Mengacu kepada pendapat
vang dikemukuakun oleh Leonard Broom dan Phadip Selzmick {(Soekanto,
1981), vang menvatakan bahwa dalam avatu ikatan ketacalaksanaan vang
wajar, dapar disimpulkan hahwa kesalahan-kesalahan adalah half vang luar
Drarg, dun pefugas it tdak bertindak ftanpa afasan vany cukup. Asums
dazar ini muncul, dikeranakan adanva asistem vang “relsh fesstur”, dari
orpanesasi Kepolisian i, sehinggra sangat keodl kemunpkinan adunya
keaalahan bhagi anggota Repolisian dalam bertindal,

Dengan perkatasnn lain, kesalahan bertindak bag anggota Kepolisian
dalam menjalankan tugasnya adalah suatu hal vang sangat luar biasa sekali.
Sehingga dengan adanva praduga keteraturan dalam ketatalok-zanaan im
menyebabkan munculnya suatu keadaan vang disebut sebagan “Pradugs
Bersalah™ (presumption of gudiv) di dalam  prakick schari-harvi bagi
Kepolisian, Misalnva dalam pelaksanaan penangkapan dan penahanan
dalam proses pra-adjudikasi, basanva Polisi akan menduga bahwa orang
vang akan ditangkap dan ditahannya itu, telah dianggap schagai pelaku
vang =ebenarnva darl suatu tindak pidana yvang ditwduhkannya. Sehingga
tak jarang dalam penangkapan dan penahanan Polisi tak segan-rogan
melakukan tindakan yang “ssnmat represif atau bahkan dimungkinkannya
ponggunaan senjata api {penembakan) terhadap tersangka eohagaimana
penuliz kemukakan pada contoh kasus tersebut di atas.

Budays Patrimoniaf

Mila: dan sikup vanp dipengarubn oleh budava patmimonsal im,
membawa kepada nilai dan sikap kepada atasannya. Sehagai akibac
daripadys sikap 1, muneullah swatu ondakan vange sedapat munpehin untuk
“menvenangkan atazan” atau vang sehavi-harinva dikenal dengan istilah
“Asul Bapuk Senang” (ABS) Mizulnya dalam pelakssnsan penangkapan dan
penahanan sesearang vang in-progedural. Seorang oknum  Poliai atas
perintuh oknum atasannyva, 1 diperntah-kan melakuksn penangkapan dan
penahanan terhadap seseprang, walaupun sudah jelas orang tersebut tidak
bersalah, Hal ini dicontohkan pada kasus yang terjads pada saat akesi demn
kenaikan BBEM terungkap, bahwa Polisn Makasar pukul wartowan karena
perintah atasannva (RMOL). i Medan (Sumut), Mantan Kapolack Medan
Kota AKP Darwin Ginting terancam sanksi pidana sotelah kasus s=alah
tangkap pelaku pembunuhan vang melibatkannva diproses secara pidana.
Padahal dua bekas anak buahnya hanva diperiksa secara internal di Satuan
Unit PAD Polresta Medan., Kabid Humas Polda Sumut Eombes Baharadin
Djafar mencrangkan, pemerikaaan AKP Darwin Ginting felah dilakukan
Satuan I Tipidum Dt Reskeim Poldas Sumut, Rabu (24/11), Saat i, kata dia,
tim penvidik sedang mendalami hazil pomeriksaan itu untuk kepentingan
langkah hukum berikutnva, MNamun, Baharudin tak bisa menjelaskan
keterhbatan Reskrim memeriksa ARDT Darwin Ginting. Sebab dus mantan
anak buah Darwin, Aipte Chairul Yani dan Brigadie Aulia, hanva diperikea
secars internal. Tapl sedikit digambarkanova, kedua oknum bintara 1tu
hanya mnnjnl:mlmn peerimtah atazanmya, "Sudah Jelas pena n;:lc;lpan damn

penembakan ttu ada instruksinya " jelas Baharodm {SumutTos).
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Status Soaial

Fomberian status techadap seacorang o dalam masl].rar:[k:u akan
sanpat dipenzaruhn puls dengan milar dan skap darl orang terseboat.
Seaporang vang memiliki status sebagai majikan tentu akan mempengarahi
sikap dan malwd terhadap burubnya. Degmitu jugs seseorang yvang berstatus
Penegak hukum tentu akan mempengaruhi aikapnva terhadap masvarakac
apalagi terhadap tersangka pelaku tindak pidana. Untuk dapat memahami
hal tersebut, makn dalum hal mm akuan dikemuksksn husil penelitan vane
dilakukan aleh H. Brusten (Snekanto, 19810 di negeri Helanda ©Socilogiach
Aspeeton” dalam Tegen Repels) yang memperoleh hasil sebagan berikuat:
Bahwa anggotaranggota organisasi Kepolisian mengidentifikagikan dirinya
sobaganl anggotn kelas menengah (mrddle efass) yang membawahi kelas
bawah {ower cofass) Sehingga dengan asumsi dari Brusten ini, dapat
daiketahui mengapa anggota Kepohsian dalam  mengemban  tugasnya
seringkali melakukan tindakan vang menyvimpang? dan memprihatinkan
golongan lemah, dan memang aktivitas Kepolizian kebanvakan bergumul
dengan golongan lemah Gower class) ini,

Hal 1ma dapat dibhat pada banyvak kasuws yvang ditanganmi oleh
Kepolisian vang tebang pilih, yvang cenderung mengabaikan prinsip ageralioy
Fefore the law, Masih segar dalam ingatan penulia. tentang Penahanan yang
menimpa Nuvul Fabhmi aling NF, terzangka kasus pembawa Bendera Merah
Putih bertuliskan hurof Arab (fafiz’ La flaba Maflsh) pada saat aks: unjuk
rara massa FP dan sejumlah ormas lain, di Mabes Polei Jakarta Selactan
(DetikMNews). Kuasus yang menimpa NF telah menvita perhatian masvarakat
wang hegitu besar, salah satunya adalah: Politikus Pariai Keadilan Sejahtera
(PES) Almuzammil Yusuf dalam sidang di DPR RI secars tegas memberikan
pernvatusan bahwa® dalam kasus NF (pembawa bendera tertuliskan La faba
Hlalflam tervsebut telah tevjadi “ketimpangan hukum” {(Warta MNasional).
Rasus “penmistuan apsma’ tersangkanva adalah Basuki Tjahege Turnams
aliar Ahok, ketika telah ditetapkan sehagai tersangka bhahkan sehagai
terdakwa-pun, belum juga dilukukan penahanan terhadap-nya.

Apahila pelaku vang dihadapi adalah golongan lemah ataw golongan
buwah Jower efpss) maka tindakan represif tak segan-sepun dilakukan,
senlah-alah mengabaikan adanva hak-hak tersangka vang seharuanya
mercka  hormati.  Pertanvasnnya  bagauomana  dengan kasus  korupsi?
menurat hemat penulis kita sudah sama-=ama mengetahui dan menilai
bagaimana kinerja penegak hukum dalam menangani kaaus ini yang
notabene pelaku-pelakunya adalah orang-orang vang tergolong pada ek
cfass” Bebut saja kasue Setya Novanto yvang begitu dramatia: perjalannya
dimulai dari kasus "Papa Minta Pulsa” hingga “Kasus E-KTP" {(Wartakota),
Kasus tindak pidana korupsi yang =emakin menjadijad: dengan tertangkap
tangannyn kepala daevah di berbagai daerah oleh Komizi Pemberantasan
Korupai {Kompas).

Berbagai macam kejadian vang femadi pada akhir-akhie ini seolah-
olah membuat “hukum tinds berdava” dan kehilamzan dava kekuatannya.
Membuat hukum layvaknva seperti “bola” vang bisa “dipermainkan” dan
“diperchutkan” oleh =iapa saja, vang memiliki kekuatan dan kekuagsaan
untuk menpuasainvae. Walaupun dalsm pelakssnssn oya penegak hukum
sudah cdihatasi secava ketat dengan berbagai aturan baik secara umum
maupun khusus, vang dibuat dengan jelas (madlum crmen mells peena sime
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lomaddex certa) serty prinsip-prinsip pembatus dalam melaksanakan tugasnyva.
Mamun kenvataannva serangkaian aturan foftgnsd vang dibuat toraehur
seolah-olah membuat ruang perak penegak hukum Gerad strekior) menjads
“kaku”, “keras” dan “membatu”. Senlah-olah zifar kelkakoan dari hukum
tertuliys Tex dure sed famen sermpfa” membekas dalam relung-relung pwa
prnegak hukum vang menjalaninnva,

{Heh sebaby itu dalam konteks penegakan hukum secara keseluruhan,
henduknya disdakan perubshan paradigma budava hukum Qegsd cofture
dari penegak hukum aehingga menjadi budava hukum vang menjadikan
hukum sebapny wahaps untuk dapat mewwudkan ketentraman dan
kedamaian., Budava hukum penegak hukum vang menjunjung tinggi serta
memperhatikan  mlar-mla yang  hidup dan tumbubh disekitarnya,
menghilangkan kekakuan praktik hukum selama imi vang merupakan
wariean kolemal Belanda, Memgadikan hukum untuk manusin, bukanlah
hanva aelogan semata mamun menjadi harapan dan usaha vang mengarah
untuk mewujudkan hukum progresif (Gardabala),

Budaye Hukum Progresif Sebagal Harapan delam Prakiik Hukum Pidana

Semakin marak dan meluaz pelanggaran yang tevjadi dalam proses
penegakan hukum pdana oleh aparatur penegak hukum, seolah-clah
membuat masvarakat Bilang kepercavaan akan fungsi hukum pidana dalam
menyvelesaikan perscalan di tengah masyarakat. IDh tabraknya asas egeadfity
Before the faw dan presempiion of ineocence vang herusaha membenteng
aparatur penerakan hukum dalam melakukan sktivitaznya menjads hal
vang hiara terjadi.  Hahkan tak jarang dalam beberapa kesempatan
bekenanya hukum pidana di tensrah masvarskat memunoulkan apa yange
disebut denpan faktor brrmrpogren dan vibirmogen.

kKondizgi  ini semakin  diperparabh dengan ketidak  mampuan
bokerjunnys hukum prdans seearn seb-stentif(hak mederd maspun o
dalam mengimhangi perkembangan masvarakat vang semakin beragam
corsk dan warnannya, HErtik terhadap hokum prdans selulu ditwjukan
kepada cidak memadainya hubum pidana achagai alat untuk mencapai
keadilan sefsignt Pengpalian dean peocanan hukem responsio telah
menjardi kegiatan dalam teori hukum modern, vang dipelopori aleh gerakan
reafizme fokum.

Sebagaimmana yang dikemukakan oleh Jerome Frank vang dikutip
nleh Philip Monet dan Selznick., bahwa tujuan wtama penganut realism
hukum (fegal reafizm! adalah membuat hukum menjadi lebih  responsi”
terhadap kebutuhan aosial. Dengan demikian perlu umtuk mendorong
socara signifikan perluasan hidang-bidang vang memiliks keterkaitan secara
hukum, agar pola pikir atau nalar hukum dapat mencakup pengetahuan
dalam konteks sosial dan memiliki pengaruh terhadap tindakan veami aparar
penegal hukum. Hal imo juga ditujukan untuk memberikan kemampuan
bagi inatitusi pencgak  hukum  secara lebih menveluruh dan  cevdas,
mempertimbangkan semua fakta-fakta sosal di mana bukum ity akan
berproses dan diterapkan (Selenick 2000).

Teari Hoseoe Pound sebagaimana dil{utip aleh Monet dan Hnlznink:
menpendl kepentinran-kepentingan soeial merupakan ussha vang lebih
ckaplizic untuk mengembangkan suatu model hukum sesponsi® Dalam
prmuahaman 1m hukum yany bak scharusnva memberikan sesustu vangs

245

Scanned by CamScanner



KURAMNL VOL 19, M0, 2 DESEMEER JL%: 137 - 258

lebih dur pada sekedar prosedur hukum. Hukwm harus berkompeten dan

juga adil, harus mampu mengenali keinginan publik dan memiliki komitmen

terhadap tercapainya fesdidan subtantsf (Selenick. 2003).

Tipe hukum  rezponsi© berusaha untuk mengatasi permaszalahan
melalul adaptasy vany selekedf dun tidak sersmpanpan, di mana =uatu
instituri yang responaF mempertahankan seeara kuat hal-hal vang beraifar
reensial  bagi  infegritasnya dengan  tetap memperhatikan dan
memperhitungkon keberadoan kekuatun-kekuatan baru dilingkunpanova.
Lembaga responsil ingk menganggap tekanan-tekanan acaial sehagai sumhber
pengetuhuan dan kesempatan untuk memperbaks dinn apar menjadi lebih
baik lagi (Selznick, 2003).

Dalam rangka untuk memperbuki din tersebut, maks horus dapat
melihat perilaku manuwsia sebagai hukum diperlukan kesediaan untuk
mengubah  konsep  kitn mengenmi hukum  vatus Gdak hanya  sebagan
peraturan  {rufe! totapi juga sebagai perilaku (Pehavior) Selama  kita
bersikukuh, babhwa hukum itu adalah peraturan dan tidak ada yang lain
maka menjadi sulit bagi kita untuk memahaminya, Namun yang penting
untuk dipaham adalabh’ bahwa hukum 1tu adalsh sebuah teks vang diam
dan mati, dan hanya dengan perantara manusialah maka ia akan menjadi
hidup dan bergejolak.

Salah satu konsep atau gagasan scbagai buah pemikiran yang
ditawarkan adalah® konsep paradipma hukwm progresif. Konsep hukum
progresit lahie, tidak dapat dilepazskan dari keadaan bukum di Indonesia
pada masa lale dan wagah hukum har oimi, serta terdapat perpulastan
prmikiran untuk menawarkan suatu jalan keluar vang pazsti agar peraoalan
hukum di pegert 1m tidsk menesmw jalan buntu.  Hukum progresif
sobmimany dikemukakan oleh DProf Satppto Ruherdjo puru besar Emiritues
Sosinlogi Hukum di Universitaz [Niponegoen Semarang. Pemikican hulum
progresif sarat dengan keinginan dan harapan, hukum progresef lashir dalam
khazanah pemikiran hukam, berkaitan dengan upayva mengkeitizi realitas
pemuhaman hukum vang sangat posativistilk

Memahami istilah progresivisme dalam kontelks hulum  progresif
dapat diuraikan dalam penpelasan sebaga bertkut (Kusuma, 2009):

1. Progreaiviame hertolak dari pandangan bahwa pada dasarnva manusia
ketika  dwiptakan adalah baok, dengan demikian hukum  progresif
mempunyal  kandungan moral vang  kuat, Progresif  berkeingian
menjadikan hukum sehagai institusi vang memiliki moral:

2. Hukum progresif moempunyan  tujuan  berupa  kesojahteraan  dan
kehahagiaan manusia, maka aebagar konsekuensinya hukum aelalu
dalam proses menjadi. Oleh sebhab itu, hukum progresif selalu peka
terhadap perubahan masyvarakat disetiap lapisan:

3. Hukum progresif mempunyai watak wuntuk menolak statue quo ketika
srtuaal inl menimbulkan kondisn sesial vang mercaot dan korup. Hukum
progresif  memberontak terhadap statua quo, vang berujung pada
penafsiran hukum vang progresifs

4. Hukum progresif mempunyan watak vanmg kuat sebapa kekoatan
prmbehasan dengan menalak status qua,  Parsadigma hukum progrosif
berpegunp pada proinsip: “hukum untuk manusia®, dan buksn sebahknya,
hukum bukan untuk diFinyva aendivi, melainkan untuk sesuatu vang lehih
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Iuas, membuatnys merasa bebas untuk mencan dan menemukan format,
pikiran, aga, aerta aksi vang tepat untuk mewajudkannya,
Dulam hukum promsess menjalanksn hukoum odek sama dengan

menerapkan horof-hurof dalam wndang-undang begitu zaja, fetapi mencari
dan menemukan muakns vang sebemar-bensrova darn susiu peraturan
Sebagraimanys berulangksah di kemukakan oleh Sutppto Rehardjo letak
persoalan hukum adalahl manuozsia-nya. Sebagaimana diketahui hahwa
parsdirms hukum Indonesia saat mm adalab pesréneenr degalicfik, vang
terlalu terpaku pada undang-undang prosedur. hirnkratisme dan lngika
hukum vang kKakw. Dalam manmifestasinya paradizma hukem  progresif
sehagaima Satjipto Hahardjo menvatakan bahwa: "Apabila hukum  itu
bertumpu pada “peraturan dan perillaka”, maka hukum vang progresif lebih
menempatkan fakior penlaku di ataz peraturan. Dengan demikian faktor
serta kontribusi manuaia dianggap lebih menentukan daripada peraturan
yvang ada " (Rahardjo, 2010).

Sebagaimana  dikemukakan Satjipto Hahardje sendiri moengenoi
hukum progresif memanglah belum final masth dalam masa pembuatan,
dan heliaw sendiri belum secara tegas mengatakan bahwa hukum progresif
adalah schuah pavadigma bukom, Jika kita posisikan paradigma hukum
progresif dalam konteks parsdipma sebagst “normal sefeped”, dalam art
sobagai scperangkat nilai penuntun bagi timbulnya persnalan-persoalan
dalam ilmu hukum, maks paradigma hukum progresif biss dikategonkan ke
dalamnya.  RKekuaran vang dimiliki oleh hukom peogresif akan mencari
berbagrar cura puna mematshkan kekuatan stafus guo, 1 adulab “paradirma
aksi”, hukan peraturan. Dengan demikian, peraturan dan gistem bukan satu-
satunya vang menentukan. Manusa masih biza menolong kesdaan buruk
vang ditimbullan aleh zistem vang ada. Dalam hukum progresif spmangat
memberikan keadilun kepada rakyat (brimgime Jjustice éo the peopld
dairasulun bepitw besar, Inilub vang menyebabkan munoulnys sikap keites
terhadap sistem normatif vang ada.

Hukum progresif membutuhkan dukunpan pencershan pemikiran
hukum dan itu dapat terjadi serta dilakukan oleh komunitas akademi yang
progresif.  Oleh sebabs itu, bila duma akadem tak segera borbenah dar, isa
jadi mereka adalah' bagian dari “mafia sftates gue”juga. Sebagaimana yvang
dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman (Husin, 1999) mengemukakan
bahwa efektif dan berhasil tidaknyva penegakan hukum tergantung tiga
unsur 2igtem hukum, vaitu® strukiur hukum Oegal strocture), subtansi
hukum (egad substance) dan budaya hukum fegad culture). Sshubungan
dengan komponen sistem hukum Friedman tersebut, maka terdapat berbaga
pilihan paradigma hukum dalam menjalankan sistem hukum, entah itu
paradigma hukum fegalisme, progresmvisme maupun piliban paradizma
hukum lainnya,

Daulam paradigms hukum progresif, “manusia” (Rahardjo, 20100
merupakan “sar” dai hukum, Menurut Sagipte Rahardjo, “faktor manosi
iny adafafh zmbel daripada vosur-ensur sreget (compession, empaihy
sincoroly,  edication, commitment, dare dap  gdefermination’. Peranan
manusia dalam hukum sangatlah penting. hukum berpusat pada manwsas.
Manuria dengan segala komplekaitaanva adalah: pusat dari hokum,
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beberapa faktor-faktor vanpg ada dalam din manusia seperts empaty,
ketuluaan, keberanian, vang dibingkai dalam hingkai budavaioulture: inilah
vany menjad: motor penggerak dalam menjalankan hukum.

Faul Schalten berpendapat babwa  hukam memang ada  dalam
undanp-undang, tetapl barus ditemuksn, Menesar dalsm peraturan adualah
menemukan makna atau nilai vang terkandung dalam peraturan dan tidak
hanya membacanya secara datar begitu saja. Hukum adalah seauatu vang
sarat mukns dan nilan (Pitle, 1993, Hukum modern dirancang secars formal
raaional dan memiliki resiko hahwa hukum akan dijalankan berdasavkan
toluk wkur formuel raswonel. Denpan cara m, makos sebenaroya yang
terkandung dalam peraturan menjadi tidak perlu dicari lehih jauh. Bila
dubaratkon remot kontrol, maks hanya cukup pencet tombol putusan sudah
dibuat dengan benar, tidak perlu bervsaha menemukan makna, nilai, dan
kandungan moral dibelakangnya (Pitlo, 1993,

Batjipto Rahardjo mengatakan bahwa paradigma hukum progresif
tidak bergerak pada aras legalisfrk-dogmatbs, analiirs posifnvistk, tetap
lehih pada arps sosfofogis, Hukum tidak mutlak digerakkan olech hukum
poaitif atau hukum perundangundangan saja. tetapl 1a juga bergerak pada
arag non formal.  Dengan demikian perubahan besar telah terjadi, vaito
puaat hukum tidak lapi berada pada peraturanm, namun berada pada
manusia-nya. Manuaia vang memiliki budava vang lubur-zesuai dongan jiwa
dimana 14 dibesarkan. Tidak mengherankan pka kemudian paradizma
hukum progresif lehih menckankan pada keadilan hukum vang sifatnya
sibetansial darpadas menekanksn  keadilan  hukum vang  sifatnya
oo sl

Menurut Benard Anef Sidharts, untuk mewwjudkan tujuan hukum
vany sesunpgguhnve, arbimya untuk membust bukum menjedi hukum yans
progresit vaitu: hukwm vang mengabdi kepada manusia, untuk mewwjudkan
keadilan di dalam masvarakat dan kebahapiasn warpn muasyvarakuatnya,
maka aecara hermencutis semua metode interprestasi perlu dikerahkan.
Atun denpan perkatuan lain babhwa menetapkan makns hukum yans
tercancum dalam suatu aturan perundang-undangan, dilakukan berdasarkan
aturan  hukum positif vang dipphami  (dinferprestesid.  Selanjutnyan
berdasarkan makna kata dan struktur kalimatmva [gramsdifal dalam
konteks latar belakang sejarah (hrrostikall dalam kaitan dengan tuuannya
fteodmrikal) vang menentukan isi aturan hukum positif tersebut, serta dalam
konteks hubungan aturan-aturan positif vang lainnyva {sistemairka’ dan
socara kontokstunl merujuk pada faktor-faktor sosiologikal dan ckonomikal
dengan mengacu milarmilar kulturalbudaya dan kemanuwaiaan yang
fundamental dalam proveksi ke masa depan ini adalah  dengan
mengpunakan pendekatan hermeneutika (Sidharts. 2007). Pendekatan
hermencutika (Zaprulkhan, 2016) dipergunakan dengan maksud untuk
benar-benar memushami sesuatu vang akan dipahamy secara keseluruhan
dan lebih detail, termasuk juga Pancazila sebagai landazan filosofis, yang
menjiwal kepribadisn tidak hanva mdividual terapl kulturalnya.

Fermasalahan dalam peaktik penegakan hukum hawi ini cenderang

dihadapkan pada persoalan vang bermuatan non-hukum serta svarat dengan
pertentunpun ketips milan hukum vaitw’ antars apa vang disebut dengan
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Kepaztinn bekum, bemanfitan dan besdifan Aparat penegak hukum sermns
mengalami kesulitan untuk lehih mengutamakan wilai keadilan sebagai
subtana dam hukum denpan mengorbanksnnvs demn kepastian hukum.
Aparat penegak  hukum  gering  terjebak  dengan pemabaman  fogiks
pozginvisme yvang menerapkan logpka dedukaf vang bersifut fnear dan
tertutup, mengakibatkan hukum menjadi kaku dan keras.

Perpulatan paradigma hukum telah mengsantarkan pada babak baru
dalam pemikiran futuristik  ziztem  hokom pidana di Indonesia, yang
berusaha untuk menggalh dan mencan solust darn kebuntusan hukum.
Dengan hantuan pemikivan filsafat dan teori hukum berusaha untuk
menvermbanskan antara’ struktur dan subtan= hukum, melalun apa vang
direhut dengan paradigma budaya hukum vang progresif.  Sehingga
dimungkinkan dilakukan suatu teroboaan untuk menjalankan hukum pidana
secara respenstt guna mewujudkan keadilan 2ubstantf vang di dambakan
oleh maavarakat, Mengedepankan prinsipt bahwa foekum adalsh uniuk

mranusia bukan bukom wntak ok,
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